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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM BURSA ASET 

KRIPTO OLEH BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN  

BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA 

 

Oleh 

Yusia Tri Pamungkas 

 

Bitcoin merupakan mata uang kripto dengan teknologi blockchain pertama yang 

diluncurkan. Mata uang kripto atau cryptocurrency, merupakan aset digital yang 

dirancang untuk media pertukaran menggunakan kriptografi. Kripto alias 

cryptocurrency merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang muncul di era 

perkembangan dan kemajuan teknologi. Di Indonesia, mata uang kripto tidak diakui 

sebagai alat transaksi yang sah selayaknya rupiah, dan dikategorikan sebagai 

sebuah komoditas, sehingga pengaturannya menjadi ranah Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Penelitian ini mengkaji mengenai 

hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam bursa 

aset kripto di Indonesia serta perlindungan hukum dalam bursa aset kripto di 

Indonesia jika terjadi kerugian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan 

adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

Studi Pustaka (bibliography study). 

 

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu 

hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam bursa 

aset kripto. Pihak perusahaan pedagang aset kripto melakukan hubungan hukum 

untuk menjual dan pihak yang lain melakukan perbuatan hukum untuk membeli 

sebagai investor. Dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset), menjelaskan bahwa ada 

dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset kripto yaitu pedagang aset kripto 

dan pelanggan aset kripto. Pada rumusan masalah yang kedua, perlindungan hukum 

dalam bursa aset kripto di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk preventif, yang 

dapat diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran 

hukum terhadap penggunaan aset ktipto perlindungan hukum ini dapat ditemukan 

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk dapat mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan suatu batasan-batasan dalam melakukan suatu 

kewajiban. 

Kata Kunci: Cryptocurrency, Bursa Aset Kripto, Perlindungan Hukum  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Revolusi Digital merupakan perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik 

analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai 

hari ini. teknologi digital merupakan sistem penghitung sangat cepat dengan 

memproses informasi berupa kode digital atau nilai-nilai numerik (angka), 

teknologi digital merupakan bentuk pengembangan dari teknologi analog, namun 

berbeda dengan teknologi itu. Teknologi digital tidak menyimpan data atau 

informasi dalam bentuk gambar dan suara. Sedangkan penyimpanan data 

merupakan proses menyimpan suatu data di dalam suatu komputer atau lain-lain 

dengan tujuan untuk menjaga data tersebut agar tidak hilang ketika akan dibuka dan 

diproses kembali di waktu yang akan datang. 

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar 

terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju 

telah banyak bermunculan dan mendorong pergeseran yang disebut sebagai 

transformasi digital. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu 

informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital 

dengan bebas dan terkendali. Perkembangan ini pada akhirnya sangat 

mempermudah segala perkerjaan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang 

telekomunikasi, tetapi bidang ekonomi pun merasakan dampak positifnya. 

Berjalan beriringan dengan pertumbuhan perekonomian dunia, teknologi digital 

menjadi wahana baru bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin hari bergeser ke 

sistem yang semakin memudahkan setiap pelaku ekonomi untuk berinteraksi. Salah 

satu peningkatan ekonomi di bidang digital adalah dengan munculnya mata uang 

kripto, yang segala kegiatannya dengan menggunakan teknologi dalam 

berinteraksi. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi_mekanik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronik_analog&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronik_analog&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Digital
https://id.wikipedia.org/wiki/1980
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi_digital&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi_digital&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Transformasi_digital
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Mata uang kripto atau cryptocurrency, merupakan aset digital yang dirancang untuk 

media pertukaran menggunakan kriptografi. Cryptocurrency atau mata uang kripto 

sudah ada sejak tahun 1998 dan digagas oleh Wei Dai. Namun pada tahun tersebut 

sistem kripto belum bisa diimplementasikan karena pengguna bisa menduplikasi 

mata uang karena tidak ada yang mencatat transaksi. Pada tahun 2008 pengembang 

yang bernama samaran Satoshi Nakamoto dapat menyelesaikan permasalahan ini. 

Di tahun berikutnya, Satoshi Nakamoto membuat dan mengembangkan mata uang 

kripto yang disebut Bitcoin, yang merupakan mata uang kripto dengan teknologi 

blockchain pertama yang diluncurkan. Namun sekarang ini, sudah ada lebih dari 

2000 jenis mata uang kripto yang terdaftar di Coinmarketcap; sebuah situs 

pemantau kapitalisasi pasar kripto global.1 

Cara kerja kripto menggunakan blockchain sebagai media transaksi, yang 

merupakan teknologi desentralisasi open source. Fungsinya adalah memverifikasi 

dan mencatat semua transaksi melalui penggunaan public ledger. Setelah 

menyelesaikan sejumlah transaksi tertentu, blockchain akan menghasilkan blok 

baru. Setiap proses blockchain dieksekusi menggunakan jaringan komputer yang 

berjumlah jutaan. Saat semua setuju, suatu blok menjadi tautan permanen dalam 

blockchain. Penggunaan mata uang kripto memerlukan dompet cryptocurrency atau 

crypto wallet. Dompet ini dapat berupa perangkat lunak dengan layanan berbasis 

cloud atau disimpan di komputer atau smartphone. Crypto wallet berfungsi untuk 

menyimpan kunci enkripsi dalam mengonfirmasi identitas pengguna dan 

menautkan ke mata uang kripto.2 

Peningkatan perekonomian nasional di masa sekarang ini dibarengi dengan 

kesadaran para orang muda yang melek Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan 

Teknologi untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. 

Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z 

(lahir pada tahun 1997-2012) dan Generasi Milenial (lahir pada tahun 1981-1996). 

Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi 

Milenial sebanyak 25,87 persen. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif 

                                                                        

1 https://coinmarketcap.com/all/views/all/ (dikases pada 25 Oktober 2021, pukul 15.01) 
2 George Protonotarios, Cryptocurrency Trading Guide, E-book, 2019, hlm. 44 

https://coinmarketcap.com/all/views/all/
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yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.3 Sehingga, 

kegiatan perekonomian sekarang ini yang sudah lebih mudah untuk dijangkau dan 

dilaksanakan dengan sistem online dan sangat dekat dengan Generasi Milenial 

dapat tumbuh dan berkembang. Banyak investor dan anak muda yang berpikir 

secara out of the box dan selalu mencari peluang baru. Bahkan, tidak hanya terbatas 

pada satu pilihan, para investor dan anak muda dapat memutar uangnya dengan 

investasi ataupun transaksi dengan berbagai cara yang salah satunya adalah aset 

kripto (crypto asset) dengan mata uang kripto (cryptocurrency). 

Kripto alias cryptocurrency merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang 

muncul di era perkembangan dan kemajuan teknologi. Tak pelak dalam 

perkembangannya, mata uang kripto terus bertambah jenis dan jumlahnya. Sampai 

dengan April 2023, ada 9.3581 jenis cryptocurrency yang bisa dijadikan instrumen 

investasi.4 Dari jumlah itu, sepuluh mata uang kripto yakni Bitcoin (BTC), 

Ethereum (ETH), Thether (USDT), BNB, Binance USD (USDC), XRP, Cardano 

(ADA), Dogecoin (DOGE) memiliki marketcap terbesar. Bitcoin semisal, pada 11 

April 2023 pukul 22.39 WIB memiliki market cap US$ 582,15 miliar menyusul 

Ethereum yang memiliki markercap sebesar US$ 230,36 miliar. Salah satu 

kelebihan dari cryptocurrency adalah transfer yang cepat dengan profit investasi 

yang sangat besar. Kecepatan dan harga cryptocurrency juga sangat menjanjikan.5 

Di Indonesia, mata uang kripto tidak diakui sebagai alat transaksi yang sah 

selayaknya rupiah, dan dikategorikan sebagai sebuah komoditas, sehingga 

pengaturannyapun menjadi ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Bappebti). Namun, meski belum diakui sebagai alat transaksi yang sah, 

nyatanya tidak mengurangi antusiasme investor untuk membeli mata uang kripto 

(cryptocurrency). Melihat banyaknya minat investor untuk memiliki mata uang 

kripto (cryptocurrency), Bappebti sebagai badan yang bertanggungjawab mengatur 

                                                                        

3 https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html 

(diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 14.49) 
4 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) hanya mengizinkan 229 

jenis mata uang kripto untuk diperdagangkan di Indonesia. 

5 https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-

Buntung-dan-Depresi.aspx (diakses pada 11 April 2023, pukul 22.46) 

https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx
https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx
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keberadaan transaksi ini di Indonesia, berencana mensahkan Bursa Aset Kripto 

sebagai pasar fisik untuk kegiatan jual-beli komoditas ini. 

Merujuk pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, crypto 

asset atau aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital 

aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer6, dan buku besar yang 

terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan 

mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain (Pasal 1 ayat 7). 

Pelaksanaan kegiatan jual-beli aset kripto di Bursa Berjangka, adalah badan usaha 

yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan 

jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, 

dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Pasal 1 ayat 2). 

Investasi dengan cryptocurrency adalah jenis investasi yang menawarkan return 

tinggi/high return. Investasi mata uang kripto adalah salah satu jenis investasi yang 

dikenal bisa memberikan high return atau keuntungan yang tinggi selain saham. 

Harga mata uang kripto seperti bitcoin bisa meningkat cukup drastis, hanya dalam 

waktu hitungan bulan saja nilainya bisa menembus all-time high7 yang baru. 

Dengan strategi yang tepat, investor dapat membeli mata uang dengan murah tapi 

bisa menjualnya dengan harga yang mahal layaknya saham. 

Mata uang kripto yang merupakan sesuatu yang baru dalam bidang investasi ini 

cukup banyak diminati oleh para investor untuk jangka panjang karena nilainya 

yang fluktuatif namun memiliki peluang besar untuk menghasilkan untung di masa 

mendatang karena prosesnya yang serba digital dan penggunaan teknologi di masa 

depan yang akan semakin masif. Sehingga, segala jenis peraturan yang mengatur 

investasi mata uang kripto di Indonesia ini menjadi sesuatu yang menarik untuk 

dibahas dan dikaji. 

                                                                        

6 salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, 

dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa 

saling berbagi. 

7 harga tertinggi yang pernah dicapai suatu saham atau indeks tertentu di pasar terbuka.  
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang hendak dibahas: 

1. Bagaimana hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset 

kripto dalam bursa aset kripto di Indonesia?  

2. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam bursa aset kripto di Indonesia jika 

terjadi kerugian? 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup ilmu dan lingkup bidang kajian. 

Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Lingkup 

objek kajian penelitian ini menyangkut tentang hubungan hukum antara para pihak 

dalam bursa aset kripto dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Bappebti 

dalam bursa aset kripto. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut: 

1. Hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam 

bursa aset kripto di Indonesia. 

2. Perlindungan hukum bagi para investor dalam bursa aset kripto di Indonesia 

jika terjadi kerugian. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum bisnis. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Menjadi upaya pengembangan hasil dan pola pikir penulis dalam bidang 

ilmu hukum ekonomi bisnis. 
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b. Menjadi bahan bacaan bagi peneliti lain yang membahas tentang 

perlindungan hukum Bappebti dalam bursa aset kripto. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Perdagangan Berjangka Komoditi 

1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi 

Saat ini, begitu banyak tawaran ladang investasi yang menjanjikan keuntungan 

yang sangat menggiurkan, salah satu sarana alternatif investasi yang memiliki 

potensi menghasilkan keuntungan amat besar dalam waktu yang relatif singkat 

adalah investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditransaksikan di 

Bursa Berjangka.8  

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian 

kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, 

dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. (Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 

Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat 1) 

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap 

derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek 

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif 

lainnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat 2).  

Kontrak Berjangka (Futures) adalah salah satu produk derivatif yang berbentuk 

kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli dan menjual sejumlah 

aset dasar (underlying asset) tertentu pada harga tertentu dan dalam waktu 

                                                                        

8 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 3. 
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tertentu di masa yang akan datang. Kontrak Berjangka adalah instrument 

keuangan yang dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai, spekulasi, 

maupun arbitrase. Sebagai produk derivatif, nilai Kontrak Berjangka 

ditentukan atau diturunkan daru harga underlying-nya.9 Derivatif merupakan 

kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan 

kinerja aset lain.  

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan 

menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi 

berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak 

Derivatif lainnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat 4). 

Ada tiga manfaat utama dari Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu:10 

1. Sebagai sarana Pengelolaan Risiko (Risk Management) melalui kegiatan 

Lindung Nilai (Hedging). 

2. Sebagai sarana Pembentukan Harga (Price Discovery). 

3. Sebagai Alternatif Investasi (Investment Enhancement). 

 

2. Fungsi Ekonomi Perdagangan Berjangka Komoditi 

Menurut sejarahnya, komoditi yang ditransaksikan saat itu diawali dengan 

transaksi produk-produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan 

energi, yang kini telah mencakup berbagai produk finansial seperti Indeks 

Saham dan mata uang asing (Cross Currency).11 Indonesia sendiri merupakan 

salah satu negara produsen sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer 

yang harganya selalu mengalami gejolak. Gejolak harga di sektor komoditi ini 

dapat timbul setiap saat dan melekat dalam sistem produksi dan pemasaran 

komoditi primer. Dengan semakin menyatunya perekonomian nasional ke 

dalam tatanan ekonomi dunia, ketidak pastian usaha akan menjadi ciri dalam 

                                                                        

9 PT Bursa Efek Indonesia, IDX Futures Products, PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 

2018, hlm. 2. 
10 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 8. 
11 Ibid., hlm. 4. 
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dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh perekonomian 

Indonesia. Iklim ketidak pastian usaha tersebut antara lain dicerminkan oleh 

adanya gejolak perubahan harga komoditi yang semakin besar. Dalam jangka 

panjang, ketidak pastian dalam perkembangan harga atau yang biasa disebut 

dengan risiko harga ini akan menyulitkan para pelaku ekonomi, baik domestik 

maupun internasional, dalam upaya mereka melakukan perencanaan kegiatan 

produksi, konsumsi dan distribusi, yang pada akhirnya dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi. Risiko juga semakin bertambah dengan adanya 

pengaruh akibat perubahan kurs, tingkat suku bunga atau inflasi. Untuk itulah 

dunia usaha Indonesia, termasuk produsen baik yang besar ataupun yang kecil 

dan kelompok petani, harus mampu mencari, mendalami, dan meningkatkan 

aktivitas pengelolaan risiko agar terlindung dari risiko yang dapat merugikan 

mereka.12 

Kontrak berjangka adalah suatu perjaniian yang mengikat secara hukum di 

antara 2 pihak untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis 

dan tempat tertentu yang telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 ayat 4). Transaksi 

menyepakti suatu harga untuk komoditi tertentu untuk penyerahan di kemudian 

hari. Sebagai sarana lindung-nilai melalui kegiatan hedging, kehadiran Bursa 

akan memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk melindungi diri dari 

dampak gejolak harga. Meskipun Indonesia merupakan produsen utama 

berbagai komoditi, terutama hasil pertanian, namun hingga saat ini penetapan 

harga jual komoditinya masih harus mengacu kepada pasar atau Bursa di luar 

negeri. Dengan kehadiran Bursa di dalam negeri yang dikelola secara 

profesional, diharapkan Indonesia dapat menjadi price-maker dalam 

perdagangan global bagi komoditinya sendiri. Adanya pasar berjangka juga 

dapat membantu terintegrasikannya pasar-pasar lokal ke dalam pasar nasional 

atau bahkan internasional. Dengan terintegrasikannya pasar nasional berarti 

harga di berbagai tingkat pemasaran yang berbeda akan bergerak “mendekati” 

                                                                        

12 http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/127 (diakses pada 16 September 2021, pukul 

15.48) 

http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/127
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pasar-pasar nasional dan internasional. Hal ini akan menjamin lebih 

realistisnya harga komoditi. 

Pasar berjangka adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual yang benar-

benar siap untuk melakukan transaksi. Kesiapan tersebut menambah efisiensi 

pasar berjangka secara keseluruhan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 ayat 4). Ukuran efisiensi 

pasar yang baik adalah kecilnya perbedaan antara harga bid dan offer dari 

komoditi yang diperdagangkan di Bursa. Efisiensi pasar juga dapat diukur dari 

cepat dan mudahnya pelaksanaan transaksi di Bursa. Dengan efisiensinya pasar 

berarti setiap nasabah yang telah membuka rekening di suatu perusahaan 

Pialang hanya memerlukan waktu beberapa saat saja untuk memperoleh info 

tentang harga pasar saat itu (current prices) sehubungan dengan pemberian 

amanat jual/beli mereka. Hal-hal di atas akan memberikan manfaat yang besar 

bagi ekonomi secara keseluruhan karena dengan demikian waktu yang 

dibutuhkan produsen, manufacturer, dan pedagang (dealer) untuk melakukan 

pembelian/penjualan komoditi yang dibutuhkan/dikuasainya menjadi singkat. 

Membaiknya arus informasi yang berhubungan dengan harga, produksi, 

konsumsi, volume perdagangan, dan juga perkiraan (ekspektasi) pasar, 

membuat pasar berjangka lebih transparan dan bersaing (competitive). Semakin 

banyak informasi tentang pasar diketahui orang, akan membuat mereka 

semakin mampu mengantisipasi pembentukan harga di pasar.  

Pasar berjangka juga memberi kesempatan bagi produsen, prosesor, dan 

pemakai komoditi untuk mengalihkan risiko harga yang melekat dalam proses 

produksi mereka kepada pihak yang bersedia menerimanya. Hal ini dapat 

mengurangi biaya dalam bisnis mereka yang pada akhirnya akan memberikan 

manfaat bagi ekonomi. Karena sifatnya yang internasional, pasar berjangka 

merupakan pusat pengumpulan dan penyebarluasan informasi tentang pasar 

yang dapat membantu tercapainya efisiensi pasar secara umum.13 

                                                                        

13 http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/127 (diakses pada 16 September 2021, pukul 

16.13) 

http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/127
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3. Bappebti dan Fungsinya dalam Perdagangan Berjangka Komoditi 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disebut 

Bappebti, adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam struktur 

keorganisasian, Bappebti merupakan salah satu unit eselon I yang berada di 

bawah naungan Kementerian Perdagangan.  

 

 

Sebelum Bappebti dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, maka 

tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana 

Bursa Komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 79 ayat 1). Badan Pelaksana 

Bursa Komoditi sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 1982 tentang Bursa komoditi, bernaung di bawah Departemen 

Perdagangan pada waktu itu. Jadi secara kelembagaan, Bappebti yang ada 

sekarang ini sebenarnya merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana 

Bursa Komoditi.  

Bappebti secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui 

beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. 

Demikian pula struktur organisasi dan uraian tugas Bappebti dipimpin oleh 
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seorang Kepala Badan dan dibantu seorang Sekretaris Badan serta 4 Kepala 

Biro yang terdiri dari: Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala 

Biro Analisis Pasar, dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Organisasi Bappebti 

didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M/-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan.14 

Secara langsung Bappebti membawahi bursa berjangka yang berada pada 

posisi sejajar dengan lembaga kliring berjangka. Keduanya menaungi 

pedagang berjangka, pialang berjangka bukan anggota kliring, serta pialang 

berjangka anggota kliring yang menghimpun nasabah. Bappebti juga 

memantau kegiatan pengelola sentra dana berjangka (berkoordinasi dengan 

bank penitipan), sentra dana berjangka, dan penasihat berjangka. Di sisi lain, 

Bappebti mempunyai garis kesepakatan dengan Badan Pengawasan Luar 

Negeri yang berurusan dengan bursa berjangka luar negeri, pialang berjangka 

anggota kliring tertentu, dan nasabah terkait. 

Dalam Pasar Berjangka, Bappebti fokus pada pengawasan dan pengaturan 

aktivitas perdagangan berjangka. Komoditi yang masuk pengawasan lembaga 

ini antara lain produk primer non-keuangan (hasil pertambangan dan energi 

maupun hasil pertanian) dan produk non-primer keuangan (obligasi, valuta 

asing, suku bunga, dan aset kripto). Lembaga ini mempunyai kewenangan 

terkait penerbitan izin usaha dan peraturan mengenai perdagangan berjangka 

termasuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran izin, 

memantau promosi pemegang izin, dan membantu solusi masalah perdagangan 

berjangka. Contoh pelaku perdagangan berjangka yang kegiatannya dipantau 

dan diatur oleh Bappebti adalah perusahaan pialang berjangka (broker forex) 

dan perusahaan pedagang fisik aset kripto.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah beberapa 

kewenangan Bappebti, antara lain:15 

                                                                        

14 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M/-DAG/PER/7/2010 
15 http://bappebti.go.id/kewenangan (diakses pada 16 September 2021, pukul 17.20) 

http://bappebti.go.id/kewenangan
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1. Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, 

Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana 

Berjangka; izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, 

Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; 

sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi 

Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar 

negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan 

berjangka. 

2. Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib (Rules dan Regulations) Bursa 

Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kotrak Berjangka yang 

akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya. 

3. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka 

melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta 

melakukan pengawasan yang intensif dan pengenaan sanksi tegas terhadap 

pelanggarannya. 

4. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau 

dikuasai oleh setiap Pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib 

dilaporkan. 

5. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang 

dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri. 

6. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan 

memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang 

perdagangan berjangka. 

7. Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki 

iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan. 

8. Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

perdagangan berjangka. 

 

Dalam menjalankan kewenangannya, sebagai salah satu cara untuk lebih 

meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap Perdagangan Berjangka 

Komoditi, secara konsisten Bappebti terus berupaya melakukan penegakan 
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hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan dua pendekatan 

pengawasan yaitu secara preventif dan secara represif. 

1. Pengawasan Preventif 

Pengawsan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang 

bersifat rencana.16 Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Bappebti 

diantaranya: 

a. Pelatihan Teknis 

b. Kepatuhan Keuangan 

c. Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan 

d. Audit Pelaku Usaha 

e. Pengawasan dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha 

f. Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka 

2. Pengawasan Represif 

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah 

pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa 

pengawasan represif  sebagai salah satu bentuk pengawasanatas jalannya 

pemerintahan.17 Pengawasan represif yang dilakukan oleh Bappebti seperti 

pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif 

dilakukan dalam pemeriksaan dengan Standard Operating Procedure. 

 

B. Tinjauan Terhadap Aset Kripto 

1. Kripto sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi 

Jika menilik sejarahnya, cryptocurrency (yang selanjutnya akan penulis sebut 

uang kripto) sebenarnya diinisiasikan untuk menjadi “uang” dengan fungsi 

uang sebagaimana umumnya. Uang kripto dikehendaki dapat menjadi sebuah 

alat pembayaran yang sah, sebagai alat tukar dan standar pengukur nilai. 

Karena kehadirannya selaras dengan kebutuhan global tentang “dunia tanpa 

                                                                        

16 Sujamto, Beberapa Penegrtian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, 

hlm. 85. 
17 Ibid., hlm. 87. 
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perbatasan” (borderless world) yang dapat membentuk negara tanpa batas (a 

single global society).18 Bahwa dunia dipandang akan lebih efisien jika tidak 

dibatasi oleh “politik teritorial” suatu negara, termasuk dalam penggunaan 

mata uangnya.19 

Uang kripto diciptakan melalui enkripsi kriptografi yang saling terhubung pada 

rantai blok yang disebut sebagai blockchain. Uang kripto ini bersifat 

desentralisasi dan karena itu berbeda dengan sistem sentralisasi yang terdapat 

pada mata uang, termasuk mata uang digital “tradisional” dan sistem perbankan 

saat ini. Meskipun sama-sama tersimpan dalam bentuk digital, uang kripto 

adalah uang digital yang berbeda. Sampai saat ini setidaknya terdapat tiga 

varian dalam uang digital, yaitu:20  

Pertama, uang digital yang berbasis pada nilai uang fisik. Varian pertama 

merupakan bentuk “digitalisasi” dari jumlah nilai uang nasabah atau pengguna. 

Otorisasi masih berada pada pihak perbankan karena terhubung dengan 

rekening pengguna. Mata uang digital ini sebatas pengalihan wahana, dengan 

basis nilai yang tetap menggunakan rupiah sebagai mata uang yang disahkan 

oleh pemerintah. Jenis ini digunakan sebagai AMPK (Alat Pembayaran dengan 

Menggunakan Kartu) yang meliputi pembayaran via ATM, kartu kredit, kartu 

debit, serta kartu-kartu sejenisnya.21 

Kedua, uang digital yang tersimpan dalam dompet digital yang merupakan 

stored-value atau prepaid card. Uang ini tidak memerlukan otorisasi dari pihak 

perbankan atau tidak terhubung dengan rekening pengguna sehingga dapat 

digunakan secara langsung dengan vendor yang telah menyetujui 

penggunaannya. Jenis ini tersimpan, misalnya, dalam Gopay, OVO, atau 

                                                                        

18 Ohmae Kenichi, Dunia Tanpa Batas: Kekuatan dan Strategi di dalam Ekonomi yang 

Saling Mengait, Terj., F.X. Budiyanto, Jakarta, Binarupa Aksara, 1991, hlm. 24 
19 Siagian Parulian, Demokratisasi Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi, Semarang, 

Walisongo Research Institute, 2001, hlm. 55. 
20 Rohman, M. Najibur, Disertasi, Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata 

Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia, Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, 2021, hlm. 

4. 
21 Suharni, Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan 

Sosial, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No.1/April 2018, Semarang, Universitas 17 Agustus 

1945, 2018, hlm. 18. 
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ShopeePay. Jenis ini secara umum dikenal sebagai e-Money atau uang 

elektronik yang di Indonesia telah digunakan sebagai pendukung Gerakan 

Nasional Non Tunai.22 

Ketiga, uang digital yang dalam penggunaannya tidak lagi membutuhkan 

perantara. Transaksi dapat terjadi antar pengguna dan tidak perlu diketahui oleh 

pihak lain. Transaksinya tercatat dalam database jaringan. Uang digital varian 

ketiga inilah yang sekarang disebut sebagai “uang kripto”. Jenis yang paling 

populer adalah Bitcoin sebagai uang digital pertama yang diciptakan oleh 

sosok anonim Satoshi Nakamoto pada 2009. Setelah meledaknya Bitcoin, uang 

digital-uang digital lain yang tergabung dalam cryptocurrency bermunculan 

yang disebut sebagai altcoin atau koin alternatif seperti Ethereum, XRP 

(Ripple), Dash, Dogecoin, XLM, Cardano dan ribuan lainnya.23 

Dari ketiga jenis uang digital yang ada saat ini, hanya dua jenis pertama yang 

sudah dilegalkan dan dianggap sah sebagai alat pemabayaran dan alat tukar 

oleh Pemerintah Indonesia. Pengaturan uang atau mata uang di Indonesia 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 

dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Rupiah (Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1). Uang kripto yang beragam jenisnya tidak 

memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. 

Dengan demikian dapat dipahami jika kemudian Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral, yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap bank mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 

yang di dalamnya mengatur mengenai uang kripto dengan sebutan sebagai 

virtual currency. Dengan demikian, kripto dikategorikan sebagai “uang 

digital” yang berarti ada pelarangan penggunaan uang kripto ini karena tidak 

diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia. Namun 

                                                                        

22 Ibid., hlm. 19. 
23 Op.cit., hlm. 5. 
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tak dapat dipungkiri, mata uang kripto sudah populer beberapa tahun 

belakangan dan tidak sedikit orang yang sudah memilikinya. 

Sehingga, kini uang kripto menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan. 

Dengan latar belakang untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat 

dan kepastian hukum terhadap uang kripto, Kementerian Perdagangan 

menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang 

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto 

(Crypto Asset). Dalam regulasi ini terdapat pergeseran ketetapan atau definisi. 

Uang kripto tidak lagi disebut sebagai “uang digital”, melainkan “komoditas”. 

Aset kripto “dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan 

di Bursa Berjangka” (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset 

Kripto (Crypto Asset) Pasal 1). Bappebti juga secara teknis mengikuti regulasi 

ini dengan mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di 

Bursa Berjangka. Dengan mengubah uang kripto sebagai “barang dagangan”, 

maka keuntungan dan risiko dari pergerakan harga dan nilai tukar dialihkan 

kepada investor atau anggota Bursa Berjangka. 

Berikut beberapa kelebihan mata uang kripto sehingga Bappebti tertarik untuk 

menjadikan mata uang kripto sebagai komoditas : 

1. Universal 

Seluruh dunia bisa menggunakan cryptocurrency. Oleh karena itu, 

cryptocurrency dianggap universal karena tidak ada syarat apa pun untuk 

menjadi penggunanya bahkan pengguna tidak harus menggunakan nama 

asli dan menyertakan data pribadi apapun. 

2. Cepat dan Mudah 

Transaksi dengan cryptocurrency terbilang lebih cepat jika dibandingkan 

dengan transaksi di bank. 

3. Transparan 

Setiap pengguna cryptocurrency bisa melihat semua transaksi yang sudah 

pernah dilakukan. 
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4. Sebagai Alat Bayar di Banyak e-Commerce  

Sekarang mata uang kripto (terkhusus bitcoin) bisa dijadikan sebagai alat 

pembayaran dibeberapa transaksi digital, meskipun belum banyak. PayPal 

yang juga merupakan alat pembayaran transaksi online terbesar di dunia 

sudah menerima pembayaran dengan Bitcoin. Pengguna PayPal bisa 

menyimpan dan melakukan transaksi dengan Bitcoin di PayPal. Bisa 

digunakan sebagai alat pembayaran jual-beli online untuk beberapa e-

commerce internasional/luar negeri seperti e-Bay dan Amazon. 

5. Aman dan Sah 

Investasi cryptocurrency telah mendapatkan kepastian hukum soal 

diperbolehkannya perdagangan Bitcoin di Indonesia membuat investasi di 

aset kripto ini menjadi lebih aman secara regulasi yang diatur oleh Bappebti. 

2. Pasar Fisik Bursa Aset Kripto 

Bursa adalah sebuah pasar yang sangat terorganisasi. Bursa menjadi tempat 

perdagangan efek, komoditas, mata uang, dan kontrak berjangka. Sedangkan 

Aset Kripto adalah aset digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam 

jaringan internet. Menggunakan teknologi seperti kriptografi dan buku besar 

terdistribusi atau blockhain.24 Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Bursa Aset 

Kripto adalah tempat perdagangan aset kripto yang di Indonesia belum 

dikategorikan sebagai alat pembayaran yang legal sehingga digolongkan 

sebagai komoditas. 

Dengan menjadi sebuah komoditas, Aset Kripto kini bisa dikategorikan 

sebagai salah satu “produk investasi” yang pengaturannya ditanggungkan 

kepada Bappebti. Untuk mempermudah pengaturan dan menjadi lebih 

terorganisir, Bappebti mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Bertujuan 

untuk menyediakan satu tempat khusus dimana itu akan menjadi sebuah wadah 

bagi investor bertransaksi secara elektronik, tentu dengan pengawasan yang 

mudah karena langsung difasilitasi oleh Bappebti. Pasar Fisik Komoditi di 

                                                                        

24 https://medium.com/@xaurumofficial/the-difference-between-cryptocurrency-and-

digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9 (diakses pada 17 September 2021, 

pikul 21.14) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Efek
https://id.wikipedia.org/wiki/Komoditas
https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang
https://medium.com/@xaurumofficial/the-difference-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9
https://medium.com/@xaurumofficial/the-difference-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9
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Bursa Berjangka, adalah pasar fisik teroganisir yang dilaksanakan 

menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau 

sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi (Peraturan 

Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi 

di Bursa Berjangka Pasal 1 ayat 6). 

Secara ekonomi, Pasar Fisik Kripto akan menjadi potensi investasi yang besar 

dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar 

(capital outflow) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan 

transaksi kripto. Aset Kripto (Crypto Asset) telah berkembang luas di 

masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka 

dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada 

para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto. 

Komoditi Kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau 

kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam UndangUndang No. 10 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset kripto dilarang sebagai alat 

pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukan sebagai komoditi 

yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. 

3. Mekanisme Perdagangan Aset Kripto 
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Berikut adalah penejelasan mengenai Mekanisme Perdagangan Aset Kripto diatas: 

1. Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. 

Setelah lulus serangkaian prosedur Know Your Customer (KYC), calon 

Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan 

mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang 

Komoditi Aset Kripto (Exchanger). Transaksi dapat berupa penukaran 

(pembelian): Aset kripto dengan Fiat Money (IDR) – (atau sebaliknya). 

Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset 

kripto. 

2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang 

Komoditi Aset Kripto (Exchanger), dana yang dimaksud merupakan dana yang 

dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana akan disimpan pada 

Lembaga Kliring dan 30% lainnya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset 

Kripto. 

3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (public dan private key) akan disimpan 

oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang sifatnya “Hot 

Wallet” dan “Cold Wallet” di Pengelola Tempat Penyimpanan. 

4. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan 

Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga 

Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset 

kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan. 

5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga 

Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka 

sebagai referensi harga dan pengawasan pasar. 

 

C. Hubungan Hukum dalam Bursa Aset Kripto 

1. Hubungan Hukum Para Pihak 

Hubungan hukum atau Rechtsbetrekkingen menurut Muhammad Abdulkadir 

adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup 

bermasayarakat, dan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi dapat 

dikenakan sanksi menurut hukum.25 Sedangkan menurut Soeroso adalah 

                                                                        

25 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 

2010, hlm.2. 
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hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hubungan hukum 

ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban 

pihak yang lain.26 Pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak 

didasarkan atas perjanjian, sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW.  

2. Pihak-pihak yang terdapat dalam Bursa Aset Kripto 

Dalam transaksi aset kripto (Crypto Asset) dalam Bursa Berjangka, hubungan 

hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Bappebti 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik 

Aset Kripto (Crypto Asset), mengatur pihak-pihak yang ada dalam 

perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain: 

1. Bappebti,  

2. Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka,  

3. Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka,  

4. Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka,  

5. Pedagang Fisik Aset Kripto,  

6. Pelanggan Aset Kripto, dan 

7. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto. 

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua 

pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto 

dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang 

memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. 

Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa 

dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto. 

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), bahwa 

nasabah (investor) yang menjualkan aset kriptonya kepada nasabah lain dapat 

dikatakan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan 

Konsumen. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam Bursa Berjangka 

                                                                        

26 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 269 
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dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dikatakan 

sebagai konsumen, dimana kedua belah pihak memunculkan hubungan hukum 

yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing mereka yang 

berkontrak. 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Para Pihak 

Agar Bursa Aset Kripto berjalan dengan semestinya, setiap pihak yang ada 

dalam Bursa Aset Kripto memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Berikut ini adalah tupoksi dari setiap pihak yang ada Bursa Aset Kripto, antara 

lain:27 

1. Bappebti: 

Pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, (pengawasan 

tunggal realtime). 

2. Bursa Berjangka: 

Menerima pelaporan, memfasilitasi transaksi, pengawasan pasar 

(realtime), pengembangan produk (futures crypto), rekomendasi sistem 

dan keanggotaan. 

3. Lembaga Kliring Berjangka: 

Penyelesaian keuangan, fungsi DvP, dan pengawasan integritas keuangan, 

Fungsi Suspend, rekomendasi sistem dan anggota. 

4. Pedagang Fisik Aset Kripto: 

Melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau 

memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto. 

5. Depository: 

Mengelola tempat penyimpanan (cold storage) (penyimpanan, 

pengawasan, penyerahan). 

6. Pelanggan Aset Kripto: 

Pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto membeli atau menjual 

Aset Kripto. 

 

 

                                                                        

27 Bappebti, Aset Kripto (Crypto Asset), Jakarta, Kementerian Perdagangan, 2020, hlm. 9. 
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7. Komite Aset Kripto: 

Memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Beppebti terkait kegiatan 

dan pengembangan perdagangan Aset Kripto. 

D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum 

Secara gramatikal, kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, 

mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian 

yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan 

pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu 

menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah 

ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang 

mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.28 

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri 

yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. 

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan 

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi 

semua orang”.29 

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan 

pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.30 Pengertian kepastian 

tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap 

berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan 

banyak salah tafsir. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum 

yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi 

oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.  

 

 

                                                                        

28 Kamus Besar Bahasa Indonesia 

29 Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala 

Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada, hlm.  388. 
30 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya 

Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219. 
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E. Kerangka Pikir 

 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti) 

 

    Fungsi Pengawasan      Fungsi Pengaturan 

      

    Bursa Aset Kripto 

          (Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019) 

 

       

  Hubungan Hukum      Perlindungan Hukum 

  

 

Investor    Bursa Berjangka        Pedagang Aset Kripto 

 

 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam menjalankan 

tugasnya memiliki 2 fungsi, yaitu; fungsi pengawasan dan fungsi pengaturan. 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Bursa Aset 

Kripto secara garis besar mengatur dan mengawasi Hubungan Hukum dan 

Perlindungan Hukum guna tercipta transaksi yang sesuai dan tidak melanggar tata 

aturan yang berlaku. 

Dalam hubungan hukum Bappebti mengatur investor dan pedagang aset kripto 

dalam bertransaksi di bursa berjangka.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Sedangkan hukum, ialah aturan yang bersifat memaksa dalam 

mengatur tingkah laku manusia. Sehingga, Penelitian Hukum ialah suatu kegiatan 

ilmiah yang disadarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu, dan 

konsistensi yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum 

tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selanjutnya, juga dilakukan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan 

sebuah pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 

yang bersangkutan.31 Kegiatan penelitian hukum harus dilakukan guna untuk 

mengungkap fakta maupun kebenaran dalam suatu peristiwa hukum sebagai fakta 

empiris yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis 

Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah 

atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Hukum 

Normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma 

tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.32 

                                                                        

31 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18. 
32 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009, hlm, 13-14. 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di 

tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.33 Berdasarkan tipe 

deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara sistematis, jelas, dan rinci 

mengenai kepastian hukum yang diperoleh oleh para investor saat berinvestasi serta 

pihak-pihak lain yang terkait di dalam Bursa Aset Kripto yang diawasi langsung 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Bappebti). 

C. Pendekatan Masalah 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat 

digunakan dalam penelitian hukum, yakni:34 

a. Pendekatan kasus (case approach); 

b. Pendekatan perundang-undangan (statue approach); 

c. Pendekatan historis (historical approach); 

d. Pendekatan perbandingan (comparative approach); 

e. Pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum 

tersebut. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang 

memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian 

hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau 

                                                                        

33 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 50. 
34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2011, hlm. 93. 
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bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah 

peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.  

D. Data dan Sumber Data 

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka penulis menggunakan 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini. Bahan hukum 

adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan 

hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, 

bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen 

resmi yang memuat ketentuan hukum. 

1. Bahan Hukum Primer 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi.  

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemerikasaan 

di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan 

Perdagangan Berjangka Komoditi. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang 

Diperdagangkan Bursa. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Berjangka Komoditi. 

h. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar 

Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. 
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i. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat 

Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatid Syariah, dan/atau 

Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. 

j. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. 

k. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar aset yang 

dapat Diperdagangkan di Pasar fisik aset Kripto. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil 

penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun 

ensiklopedi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, metode pengumpulan data 

yang penulis gunakan adalah: 

1. Studi Pustaka (bibliography study) 

Studi pustaka adalah pengajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif.35 Studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan 

kegiatan membaca, menelaah serta mengutip dari peraturan perundang-

undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang 

akan diteliti. 

                                                                        

35 Ibid., hlm. 86. 
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F. Metode Pengolahan Data 

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat 

digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah 

terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:36 

1. Pemeriksaan Data (editing) 

Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul 

melalui studi pustaka terkait judul dan permasalahan sudah dianggap lengkap, 

cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan. 

2. Rekontruksi Data (reconstructing) 

Data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah terkumpul lalu diatur dan 

disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

3. Sistematisasi Data (systematizing) 

Melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis sehingga memudahkan pembahasan. 

G. Analisis Data 

Semua data yang dikumpulkan, baik data sekunder maupun data tersier akan 

dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, 

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari 

berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian 

yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.37 

 

 

 

 

  

                                                                        

36 Ibid., hlm. 126. 
37 Ibid., hlm. 91. 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan dari pembahasan ini adalah: 

1. Hubungan hukum yang terjalin antara investor dan perusahaan pedagang 

aset kripto dalam bursa aset kripto di Indonesia bersifat hak dan kewajiban. 

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset), 

menjelaskan bahwa ada dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset 

kripto yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pedagang aset 

kripto berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto 

antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. Nasabah adalah pelanggan 

aset kripto yang menggunakan jasa pedagang aset kripto pada jual beli aset 

di pasar fisik aset kripto. Para pihak yang berkepentingan pada perjanjian 

investasi seperti investor dengan penyedia platform jual-beli kripto yang 

merupakan suatu badan hukum. Investor ialah pemilik modal yang 

menggunakan modalnya untuk berinvestasi menggunakan kripto, investor 

dalam perjanjian ini dapat berupa orang maupun badan hukum. Oleh 

karenanya pihak perusahaan pedagang aset kripto yang melakukan 

penjualan mempunyai kewajiban untuk dapat melakukan penyerahan 

terhadap penjualan aset kripto, yang telah diatur dalam Pasal 1475 

KUHPerdata, penjual wajib menyerahkan barang yang telah dijual dan 

wajib menjadi kepunyaan pembeli. 
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2. Perlindungan hukum bagi para investor dalam bursa aset kripto  apabila 

terjadi kerugian. Hukum merupakan perlindungan akan adanya harkat dan 

martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subjek hukum dalam Negara Hukum dengan berdasarkan pada ketentuan 

hukum yang berlaku di Indonesia yang berguna untuk mencegah terjadinya 

kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi 

sebagai perlindungan atas kepentingan manusia dalam penggunaan aset 

kripto. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum bagi investor pada  

transaksi Aset  Kripto (Crypto Asset) pada bursa berjangka komoditi adalah 

kesediaan hukum dalam mengatur hak, tata cara maupun mekanisme 

keberatan dalam pelanggaran hak. Perlindungan hukum pastinya akan 

selalu terkait dengan adanya peran dan fungsi hukum sebagai alat yang 

mengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam hal ini 

investor kripto. Namun, diaturnya aturan investasi cryptocurrency oleh 

Bappebti tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi sengketa 

yang akan terjadi antara para investor cryptocurrency dengan marketplace 

cryptocurrency. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih 

kurang dalam sisi perlindungan konsumen, apalagi terkait prosedur 

komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya 

bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-

individu yang menjual aset mereka. Penyelesaian sengketa di dalam aturan 

yang dibuat oleh Bappebti adalah dimana penyelesaian tetap diutamakan 

melalui musyawarah mufakat yaitu dengan melakukan musyawarah. 

Apabila dalam proses tersebut tidak tercapai mufakat, maka para pihak 

dalam Perdagangan transaksi Fisik Asset Kripto yang berselisih dapat 

menyelesaikan melalui wadah yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka 

melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). 

BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berhubungan 

dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau 

transaksi-transaksi lain yang diatur di dalam Bappebpti. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada para 

investor untuk lebih berhati-hati dan lebih jeli dalam memilih perusahaan 

perdagangan bursa aset sebagai tempat berinvestasi dan memahami secara seksama 

apa saja yang menjadi risiko-risiko dalam investasi mata uang digital 

(cryptocurrency). Kemajuan jaman memang memberikan banyak kemudahan dan 

juga manfaat bagi beberapa pihak dalam bertransaksi dalam pasar bursa aset. 

Walaupun demikian, banyak pula hal-hal kekurangan dari beberapa kelebihan 

berinvestasi dalam bursa aset yang perlu diperhatikan. Ancaman yang bisa terjadi 

yaitu, regulasi keamanan data masih yang belum komprehensif (cyber security), 

potensi spamming dan phising dalam praktik sehingga investasi ini rentan 

mengalami fluktuasi harga yang sangat volatile, investasi ini tidak diatur oleh 

pihak ketiga, dan resiko bangkrut perusahaan cryptocurrency. Investor diharapkan 

untuk berpikir panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan kegiatan 

dalam perdagangan aset kripto. Meskipun dengan adanya perlindungan hukum 

bagi para investor dalam bursa aset kripto apabila terjadi kerugian yang telah 

ditetapkan dan telah diatur dalam beberapa peraturan yang sah di Indonesia salah 

satunya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 
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